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mempunyai fungsi:

a. penyeliaan bahan penyusunan program dan
perumusan kebijakan teknis operasional bidang
Pengembangan Usaha Mikro;

b. penyeliaan bahan koordinasi pengendalian
pembinaan bidang Pengembangan Usaha Mikro;

c. penyeliaan bahan pelaksanaan, pengendalian,
pembinaan bidang Pengembangan Usaha Mikro
meliputi pengembangan produksi, pemasaran
dan pengembangan SDM,

d. penyeliaan bahan evaluasi dan pelaporan
bidang Pengembangan Usaha Mikro;

e. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh
Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Bidang Pengembangan Usaha Mikro dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Seksi  Pengembangan  Produksi  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, angka 1
mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan pengendalian
Pengembangan Produksi Usaha Mikro;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis
operasional Pengembangan Produksi Usaha
Mikro,

c. melaksanakan fasilitasi dalam rangka
Pengembangan Produksi Usaha Mikro;

d. menyiapkan bahan pclaksanaan koordinasi
Pengembangan Produksi Usaha Mikro;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi  dan
pelaporan pelaksanaan Pengembangan
Produksi Usaha Mikro;

f.  melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf f, angka 2 mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan pengendalian
Pemasaran Produk Usaha Mikro;

b. menyilapkan bahan pelaksanaan teknis
operasional Pemasaran Produk Usaha Mikro;
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c. melaksanakan fasilitasi dalam rangka
Pemasaran Produk Usaha Mikro;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi
Pemasaran Produk Usaha Mikro;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan Pemasaran Produk
Usaha Mikro;

f. melaksanakan tugas-tugas lain vang diberikan
oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f,

angka 3 mempunyai tugas :

a. merencanakan kegiatan pengendalian
Pengembangan SDM Usaha Mikro;

b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis
operasional Pengembangan SDM Usaha Mikro;

c. melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka
Pengembangan SDM Usaha Mikro;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi
Pengembangan SDM Usaha Mikro;

e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan Pengembangan SDM
Usaha Mikro;

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan
oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha Mikro
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Bidang

Pengembangan Usaha Mikro.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 18

Unit Pelaksana Teknis Dinas melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang pada Dinas.

Ketentuan tentang kewenangan, kedudukan,
susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja
Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dalam
Peraturan Bupati.
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Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
pokok memberikan pelayanan fungsional
berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian
dan keterampilannya.

Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan
berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban
kerjanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuali
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 20

Kepala Dinas melaksanakan tugas baik teknis
operasional maupun teknis administratif berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalul Sekretaris Daerah dan dalam
melaksanakan tugasnya menyelenggarakan
hubungan fungsional dengan instansi lain vang
berkaitan dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,
sinkronisasi dan simplifikasi.

Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan
bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas
kepada bawahan.

Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta
menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut.

Dalam penyampaian laporan kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan kepada
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satuan organisasi lain yang secara fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit
organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat
berkala dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan.

Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang
berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu
secara teknis operasional dikoordinasikan oleh
Camat dan secara teknis fungsional
dikoordinasikan oleh Dinas.

Pasal 21

Kepala Dinas dan masing-masing pimpinan unit
kerja dapat menugaskan bawahannya di luar tugas
dan fungsi jabatan yang telah ditetapkan sebagal
tugas tambahan sepanjang masih berkaitan dengan
pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
Pemberian tugas tambahan dari pimpinan kepada
bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan
tugas dan fungsi jabatan dari bawahan yang
ditugaskan.

Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) harus ditetapkan sebagai target
kinerja di dalam Sasaran Kerja Pegawai dari setiap
bawahan yang diberi beban tugas tambahan.
Bawahan vyang diberi tugas tambahan wajib
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
pimpinan yang menugaskan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dinas yang sudah dibentuk dan Pejabat yang telah ada

sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap

menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas

sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru

berdasarkan Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku,
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 68 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 Nomor 68) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI
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